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ABSTRACT

Inventory of land indicated as abandoned is an initial stage that plays an
important role in determining the success of abandoned land management.
However, the implementation of the inventory in the city of Surakarta has not
resulted in objects that are designated as abandoned land, so it is necessary to
evaluate the implementation process. This study aims to evaluate the
implementation of the inventory stage of abandoned indicated land in Surakarta
City and develop improvement strategies to increase the effectiveness of its

implementation.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach.
Data was collected through interviews, observations, documentation studies, and
literature studies. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman
model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn.
Furthermore, SWOT analysis is used to identify internal and external factors as the

basis for the preparation of improvement strategies.

The results of the study show that the implementation of the inventory of
indicated abandoned land in the city of Surakarta in general is in accordance with
the provisions of Government Regulation Number 20 of 2021, Regulation of the
Minister of ATR/Head of BPN Number 20 of 2021, and Technical Guidelines for
the Inventory of Abandoned Indicated Land in 2023. However, there are still
several obstacles, including supervision that is still predominantly carried out
online, limited supporting data, difficulties in obtaining information from land
rights holders, and suboptimal coordination and data integration. Based on the
SWOT analysis, the proposed improvement strategies include strengthening
coordination between stakeholders, increasing human resource capacity,
optimizing the use of technology and data integration, and improving supervision
mechanisms. The strategy is expected to improve the quality of inventory

implementation as the basis for more effective management of abandoned land.

Keywords: inventory of land indicated by abandonment, process evaluation, SWOT

analysis,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi
sosial, ekonomi, dan ekologis yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Tanah memiliki nilai dan manfaat yang esensial dalam upaya peningkatan
kesejahteraan kehidupan masyarakat (Mahwati, 2020). Dalam konteks hukum
agraria indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi
juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun
1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa,
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari manusia berasal dari pemanfaatan dan
pendayagunaan tanah.

Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki dengan hak atas tanah,
secara hukum wajib untuk diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan sesuai
dengan tujuan dan fungsi yang ditetapkan (Indriastuti, 2018). Kewajiban ini
merupakan bagian dari prinsip bahwa pemanfaatan tanah harus memberikan
manfaat bagi pembangunan, masyarakat, dan negara. Namun dalam
kenyataanya, masih banyak tanah yang ditemukan dalam keadaan terlantar
(Rahmawati, 2022). Fenomena tanah terlantar tersebut menjadi salah satu
masalah serius dalam pengelolaan pertanahan Indonesia (Wastuti dkk., 2025).

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) hingga tahun 2024 masih
ditemukan ratusan ribu hektar tanah yang berstatus terindikasi terlantar di
berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah kota dan pinggiran kota (Syah
dkk., 2025). Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN yang menyebutkan bahwa sekitar
800.000 hektar tanah di Indonesia saat ini terindikasi sebagai tanah terlantar
(Bahfein & Alexander, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan beberapa

permasalahan seperti, inefisiensi pemanfaatan ruang dan sumber daya, potensi



konflik sosial dan kepemilikan, serta hambatan terhadap pemerataan ekonomi
dan perencanaan tata ruang kota (Sembiring & Wibowo, 2020). Oleh karena
itu, penertiban dan pemanfaatan kembali tanah terlantar diperlukan sebagai
upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi
pertanahan menjadi fondasi penting dalam menjamin kejelasan status hak atas
tanah, akurasi data pertanahan, serta kepastian penggunaan tanah sesuai dengan
rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ardani dkKk.,
2022).

Pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Indonesia didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan
Tanah Terlantar (PP 48/25) yang menjadi landasan hukum terbaru dalam
penyelenggaraan penertiban kawasan dan tanah terlantar. PP 48/25 mengatur
kewajiban pemegang hak, objek penertiban, tahapan inventarisasi, evaluasi,
pemberian peringatan, penetapan tanah terlantar, serta pendayagunaan tanah
terlantar. Peraturan tersebut sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (PP
20/21) yang sebelumnya menjadi dasar hukum penyelenggaraan penertiban
kawasan dan tanah terlantar di Indonesia.

PP 20/21 mengatur ruang lingkup penertiban, pengertian kawasan
telantar dan tanah telantar, kriteria kawasan dan tanah terlantar, kewenangan
instansi yang berwenang, tahapan penertiban, serta pendayagunaan kawasan
dan tanah yang telah ditetapkan sebagai terlantar. Selanjutnya, ketentuan
tersebut dijabarkan secara lebih teknis melalui Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021
(Permen ATR/BPN 20/21) tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan
Kawasan dan Tanah Terlantar, yang mengatur tata cara pelaksanaan setiap
tahapan penertiban, meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi
terlantar, evaluasi terhadap hasil inventarisasi, pemberian peringatan kepada
pemegang hak, penetapan tanah terlantar, pengusulan penegasan tanah sebagai
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, serta pendayagunaan tanah terlantar
beserta pembagian kewenangan pelaksana pada setiap tahapan di mana

kewenangan penertiban kawasan dan tanah terlantar berada pada Kementerian



ATR/BPN, sedangkan Kantor Pertanahan berperan melaksanakan inventarisasi
tanah terindikasi terlantar sebagai tahapan awal dalam proses penertiban.
Pelaksanaan inventarisasi tersebut mengacu pada Petunjuk Teknis tentang
Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Tahun 2023 ( Juknis Inventarisasi
Tanah Terindikasi Terlantar 2023), yang memberikan pedoman operasional
mengenai tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi
Terlantar mulai dari persiapan, pelaksanaan survei lapangan, pengolahan data,
supervisi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN),
hingga penyusunan laporan hasil inventarisasi sebagai dasar pelaksanaan
tahapan penertiban selanjutnya.

Pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar dihadapkan pada
keragaman karakteristik dan kondisi wilayah pertanahan. Perbedaan tersebut
dapat dilihat dari karakteristik tanah terindikasi terlantar yang terdapat di Pulau
Jawa dan luar Pulau Jawa. Tanah terindikasi terlantar di luar Pulau Jawa
didominasi oleh tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU), khususnya pada
kawasan perkebunan dan hutan (Rahmawati, 2022). Sedangkan di Pulau Jawa
didominasi oleh tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, tanah
terlantar di Pulau Jawa cenderung berada di dalam kawasan dengan tekanan
pemanfaatan ruang yang tinggi, skala penguasaan tanah yang relatif kecil,
memiliki ketersediaan data pertanahan yang lebih tertib, serta pengawasan
kelembagaan yang lebih intensif. Tanah terlantar di luar wilayah Pulau Jawa
cenderung berada pada kawasan dengan tekanan pemanfaatan ruang yang lebih
rendah, penguasaan tanah berskala besar, keterbatasan data pertanahan, serta
kuatnya penguasaan faktual oleh masyarakat (Irsan & Hasanah, 2025). Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa pada konteks tanah terlantar di wilayah Pulau
Jawa, penertiban tanah terindikasi terlantar penting dilakukan karena
menyangkut optimialisasi pemanfaatan ruang di wilayah dengan tekanan
penggunaan lahan yang tinggi. Mayoritas wilayah Pulau Jawa adalah wilayah
perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan di tengah meningkatnya
kebutuhan ruang untuk permukiman, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi
(Wardana & Muta’ali, 2025).

Salah satu kota di Pulau Jawa yang memiliki persoalan tanah terindikasi



terlantar adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki sejumlah tanah
terindikasi terlantar yang berasal dari tanah berstatus Hak Guna Bangunan
(HGB) yang umumnya terkait dengan tanah milik badan usaha yang tidak
dikelola dan tanah pribadi yang belum dikembangkan (Data Kantor Pertanahan
Surakarta). Di sisi lain, Kota Surakarta memiliki pertumbuhan ekonomi yang
positif dan relatif pesat, yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas pada
sektor konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Hal tersebut,
mendorong perkembangan kawasan untuk permukiman dan kegiatan usaha
(BPS Kota Surakarta, 2024). Keberadaan tanah yang tidak dimanfatkan secara
optimal atau dibiarkan terlantar dalam kondisi tidak produktif menimbulkan
berbagai permasalahan, seperti menurunnya kualitas lingkungan sekitar,
munculnya semak belukar dan kawasan tidak terawat, serta berkurangnya
manfaat ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh baik oleh pemilik tanah
maupun masyarakat di sekitarnya (Sinjar dkk., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Surakarta
(Kantah Kota Surakarta) melakukan kegiatan Inventarisasi Tanah Terindikasi
Terlantar di Kota Surakarta. Inventarisasi dilaksanakan melalui beberapa
tahapan, mulai dari pengumpulan data administratif, penelusuran informasi,
verifikasi lapangan, serta analisis terhadap kondisi penguasaan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah. Hasil inventarisasi tersebut menjadi dasar bagi Kantah
Kota Surakarta dalam menyusun laporan dan mengusulkan objek yang
memenuhi Kriteria tanah terindikasi terlantar kepada Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Tengah (Kanwil BPN Jawa Tengah) untuk diproses pada
tahapan penetapan sebagai tanah terlantar.

Namun demikian, selama ini hasil dari tahap inventarisasi yang pernah
dilakukan oleh Kantah Kota Surakarta belum ada yang ditetapkan sebagai
tanah terlantar (Wawancara Kantah, 2026). Di sisi lain, Kantah Kota Surakarta
baru saja selesai melaksanakan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar
yakni pada tahun 2025. Dengan adanya pelaksanaan tahap inventarisasi
tersebut dan belum adanya hasil inventarisasi Kantah Kota Surakarta yang
pernah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka salah satu hal yang penting

adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahap inventarisasi tanah



terindikasi terlantar yang dilakukan oleh Kantah Kota Surakarta. Hal ini
bertujuan untuk menemukan strategi-strategi perbaikan pelaksanaan tahap
inventarisasi agar dapat mendukung penetapan hasil inventarisasi tanah
terindikasi terlantar sebagai tanah terlantar oleh Kanwil Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, strategi perbaikan tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan masukan bagi penyusunan juknis dari PP 48/2025. Oleh karena
itu, dilakukan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi Pelaksanaan
Tahap Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar di Kota Surakarta”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi
terlantar yang telah dilakukan di Kota Surakarta, peneliti merumuskan
permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar

di Kota Surakarta tahun 2025?

2. Bagaimana strategi perbaikan yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan
tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

a) Mengetahui proses pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi
terlantar di Kota Surakarta untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan
ketentuan yang berlaku;

b) Mengusulkan strategi perbaikan dalam pelaksanaan tahap inventarisasi
tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta.

2. Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:
a) Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di
bidang administrasi pertanahan, khususnya mengenai pelaksanaan tahap
inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagai bagian dari proses
penertiban tanah terlantar. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi

referensi dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang



mengkaji proses pelaksanaan serta strategi perbaikan pelaksanaan
inventarisasi tanah terindikasi terlantar di berbagai daerah.
b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai proses
pelaksanaan tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota
Surakarta. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi
bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas
pelaksanaan inventarisasi melalui perbaikan prosedur, metode, dan
koordinasi agar pelaksanaannya lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) maupun
kantor pertanahan di daerah lain dalam menyempurnakan pelaksanaan

tahap inventarisasi tanah terindikasi terlantar .



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan tahap
inventarisasi tanah terindikasi terlantar di Kota Surakarta, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan tahap inventarisasi tanah teridikasi terlantar di Kota Surakarta
telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, dan Petunjuk
Teknis Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Tahun 2023. Seluruh
tahapan inventarisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih
terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan, seperti supervisi
lapangan, kelengkapan informasi dari pemegang hak, dan pemanfaatan data
pendukung.

2. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah strategi WO (Weakness-
Opportunity) atau strategi turn around, yang berfokus pada pemanfaatan
peluang untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan inventarisasi melalui
penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas Tim Inventarisasi, optimalisasi
supervisi, serta pemanfaatan teknologi dan integrasi data.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan
kebijakan dan rencana kerja inventarisasi tanah terindikasi terlantar pada
tahun berikutnya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan secara
berkala agar kendala yang muncul dalam setiap kegiatan inventarisasi dapat
segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

2. Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan analisis SWOT dalam
penyusunan strategi perbaikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
diharapkan dapat membandingkan dengan metode analisis lain, sehingga
strategi yang dihasilkan memiliki dasar penentuan priortitas yang lebih
objektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat diperluas hingga mencakup
tahapan evaluasi, pemberian peringatan, penetapan, dan pendayagunaan
tanah terlantar sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai proses penertiban tanah terlantar.
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